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Abstrak: Islamic law of  inheritance is part of  Islamic law in general 
and constitutes one of  traditional formulation of  the law which 
stirs up heated debates in the context of  Islamic reform. There are 
a number of  thought to reform classical conception and stipulation 
of  inheritance in Islam because it has been considered gender biases 
since it gives men privilege over women. This article draws upon this 
concern and debates of  reform. It examines the changing gender and 
economic role that women take in family and analyzes how this may 
reshape Islamic law of  inheritance. 

Kata kunci:�,VODPLF�UHIRUP��ODZ�RI �LQKHULWDQFH��DNVHV�HNRQRPL�

____________________________________________________

Abstrak: +XNXP�ZDULV�,VODP�PHUXSDNDQ�VDODK�VDWX�EDJLDQ�VSHVLÀN�
GDUL�ÀTK�,VODP�VHFDUD�NHVHOXUXKDQ�GDQ�PHUXSDNDQ�VDODK�VDWX�GL�DQWDUD�
IRUPXODVL� ÀTK� ,VODP� WUDGLVLRQDO� \DQJ� PHQMDGL� SHUGHEDWDQ� GDODP�
wacana pembaharuan. Telah berkembang ide-ide untuk mengadakan 
pembaharuan terhadap hukum waris tradisional karena dianggap 
terlalu berpihak kepada kaum laki-laki dan sangat kental dengan 
bisa gender. Tulisan ini akan mendiskusikan lebih lanjut mengenai 
wacana pembaharuan hukum waris dengan memberikan titik tekan 
kepada variabel lain yaitu perubahan akses ekonomi perempuan 
anggota keluarga sebagai ahli waris. 

Kata kunci:�SHPEDKDUXDQ��KXNXP�ZDULV��DNVHV�HNRQRPL� 

____________________________________________________

A. Tinjauan Awal

Pandangan dan tanggapan umat Islam terhadap wacana pembaharuan 

hokum waris terpecah menjadi dua yaitu mereka yang setuju terhadap pembaruan 

tersebut dan mereka yang tetap mempertahankan formulasi hukum waris yang 
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telah ada. Mereka yang setuju terhadap ide-ide tersebut adalah dari kalangan 

modernis yang cenderung menggunakan pendekatan rasional dan menganGgap 

EDKZD�KXNXP�ZDULV�VHEDJDLPDQD�WHUGDSDW�GDODP�ÀTK�WUDGLVLRQDO�VXGDK�WLGDN�
relevan dengan kondisi dan konteks kehidupan modern dengan masyarakat 

industrialnya. Sedangkan mereka yang tetap mempertahankan hukum waris 

tradisional cenderung melihatnya secara normatif  dan menganggap bahwa 

ketentuan waris tersebut merupakan ketentuan Tuhan kepada umatnya yang 

tidak boleh dirubah sampai kapanpun. 

Golongan pertama cenderung untuk mengadakan interpretasi baru 

terhadap waris dengan pendekatan yang bersifat kontektual di mana ketentuan 

waris sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur’an dan disistematisasikan dalam 

ÀTK�PHUXSDNDQ�NHWHQWXDQ�7XKDQ�GHQJDQ�VHWLQJ�VRVLDO�PDV\DUDNDW�$UDE�DEDG�
ke enam yang tentunya perlu dikontektualisasikan kembali dalam kondisi yang 

berbeda. 

Golongan kedua dengan menggunakan argumentasi tekstual mengatakan 

bahwa ketentuan waris merupakan shari’at Tuhan yang disebutkan secara êarih 

dan jelas dan tidak mungkin untuk ditafsirkan keluar dari makna kebahasaannya, 

karena di sana menyebutkan angka-angka dan bilangan-bilangan yang sudah 

pasti. 

Dua kecenderungan tersebut sampai sekarang ini belum bisa 

dikompromikan dan belum mendapatkan sintesa ideal yang bisa mengakomudasi 

dua pandangan yang berada pada titik yang berseberangan. Bahkan antara 

dua kecenderungan tersebut saling menjauhi dan tidak jarang kemudian 

memunculkan benturan-benturan yang kemudian mencuat menjadi isu-isu 

ideologis antara keduanya.

Permasalahan mendasar yang menyebabkan sulit bertemunya dua 

kecenderungan tersebut adalah karena perbedaan pada tataran ontologis di mana 

di sana ada kepentingan manusia sebagai objek dan sasaran dari titah ilahi di satu 

sisi dengan ketentuan Tuhan yang merupakan otoritas tertinggi dan melampaui 

kepentingan dan kemampuan manusia untuk merasionalisasikannya. Perbedaan 

titik tolak dalam melihat permasalahan tersebut yang berimplikasi pada 

perbedaan sikap dan kecenderungan mereka. Mereka yang ingin mengadakan 

pembaharuan dalam memahami ketentuan waris Islam menggunakan standar 

keadilan dalam perspektif  manusiawi. Sedangkan mereka yang mempertahankan 

rumusan secara tekstual menggunakan perspektif  ketuhanan. 
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Pertanyaan yang kemudian bisa diajukan dalam menyikapi konfrontasi 

dan perbedaan tersebut adalah: Apakah kepentingan, dan kehendak manusia 

tidak bisa sejalan dengan kepentingan Tuhan? Apakah manusia dengan potensi 

rasional mereka sama sekali tidak mempunyai kekuasaan terhadap diri mereka 

ketika berhadapan dengan ketentuan Tuhan. Dan apakah ketentuan Tuhan 

terhadap manusia harus demikian otoriter tanpa ada kemungkinan akses 

manusia di dalamnya selain dari menerima dan menjalankannya?

Terlepas dari wacana mengenai hukum waris tersebut, hal lain yang 

perlu diperhatikan adalah bagaimana realitas penerapan hukum waris dalam 

kehidupan masyarakat Islam serta sejauh mana penerimaan mereka terhadap 

KRNXP�ZDULV�VHEDJDLPDQD�NHWHQWXDQ�GDODP�ÀTK�,VODP�WUDGLVLRQDO��'DODP�VNDOD�
lokal hal ini bisa diamati pada konteks Indonesia yang mayoritas masyarakatnya 

adalah muslim. 

Di Indonesia penerapan hukum waris telah sampai pada tataran legal-

formal dengan legislasi dari undang-undang. Hukum waris Islam (baca: 

ÀTK�� WHODK�PDVXN� VHEDJDL� VXPEHU� KXNXP�PDWHULDO� GDODP� SUDNWLN� SHUDGLODQ�
di Pengadilan Agama, dan tidak hanya terbatas pada praktik secara kultural 

masyarakat sebagaimana hukum-hukum Islam lainnya terutama yang terkait 

dengan hukum yang lebih luas (hukum publik). 

Namun demikian dalam dua keadaan ini masih bisa dipertanyakan sejauh 

mana komitmen umat Islam sendiri terhadap hukum waris tersebut. Secara 

legal-formal, di Indonesia dikenal istilah hak opsi yaitu hak untuk memilih 

bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan waris 

ke Pengadilan Agama yang menggunakan hukum Islam atau ke Pengadilan 

Negeri yang mengadopsi hukum perdata Romawi. Dengan adanya hak opsi 

tersebut dalam realitas kehidupan umat Islam, ternyata masih banyak mereka 

yang menyelesaikan permasalahan waris mereka ke pengadilan Negeri. 

Demikian juga dalam praktik secara kultural, masyarakat Islam masih 

banyak yang lebih mengutamakan pembagian waris dengan merujuk kepada 

hukum adat, sekalipun dalam masyarakat yang secara sosiologis adalah 

bukan masyarakat adat dengan bentuknya yang masih kuat.1 Ini setidaknya 

1Contoh bagi yang demikian itu adalah praktik pembagian waris di Lombok yang mayoritas 
masih menggunakan hukum adat. Di Lombok, secara sosiologis adalah masyarakat yang religius-
IRUPDOLV�GDQ�VDQJDW�OR\DO�WHUKDGDS�NHWHQWXDQ�NHWHQWXDQ�ÀTK�,VODP�WUDGLVLRQDO��%DKNDQ�ELVD�GLNDWDNDQ�
EDKZD�PDV\DUDNDW� ORPERN� OHELK�PHQJHQDO� ÀTK� VHEDJDL� ,VODP�� $NDQ� WHWDSL� NHQ\DWDDQQ\D� GDODP�
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membuktikan bagaimana umat Islam banyak yang merasa tidak terwakili hak-

KDNQ\D�GHQJDQ�NHWHQWXDQ�KXNXP�ZDULV� ,VODP�VHEDJDLPDQD�GDODP�ÀTK�,VODP�
tradisonal. Prinsip pemenuhan rasa keadilan dalam hal ini bisa dilihat sebagai 

faktor utama bagi gejala semacam ini.    

Terlepas dari kontroversi mengenai hukum waris Islam tersebut, dan dengan 

tidak berpihak kepada salah satu diantara keduanya dan mensubordinasikan 

yang lainnya, analisa lebih jauh terhadap fenomena sebagaimana dikatakan di 

atas masih berpusat pada sejauh mana status kepastian atau keqath’ian dari 

ketentuan hukum waris Islam. Ini harus diperjelas karena bagaimanapun ia 

akan memberikan ruang dan celah untuk diskusi lebih lanjut.  

Harus diakui bahwa ketentuan mengenai waris dalam al-Qur’an sangat 

rinci dan mendetail. Bahkan ayat-ayat mengenai waris merupakan ketentuan-

ketentuan yang paling mendetail dijelaskan oleh al-Qur’an di samping hukum-

hukum lainnya. Penentuan ahli waris dan bagian-bagian mereka disebutkan 

secara jelas sehingga dengan alasan itulah kemudian hukum waris memang 

layak dikatakan sebagai at-uran yang paling tinggi status kejelasannya. 

Namun demikian, harus dibedakan antara apa yang terdapat di dalam 

al-Qur’an mengenai hukum waris dengan apa yang telah terkristal menjadi 

disiplin ilmu di tangan para ulama dan fuqaha, sekalipun mereka mengambil 

dasar-dasarnya tetap dari al-Qur’an. Hal yang menarik adalah ketika hukum 

waris yang “dirumuskan” tersebut ternyata tidak selamanya sesuai dengan apa 

yang terdapat di dalam teks al-Qur’an. Bahkan ada beberapa hal yang jelas-

jelas berbeda—untuk tidak mengatakan menyimpang—dari apa yang terdapat 

di dalam teks wahyu. 

Contoh bagi yang demikian itu adalah ketentuan yang dalam ilmu fara’id 

dinamakan dengan “XPDUL\DWDLQ” yaitu bagian seorang istri ketika bersama 

dengan ayah dan ibu tanpa ada anak.  Al-Qur’an menyebutkan bahwa ketika 

seorang istri tidak bersama seorang anak maka ia mendapatkan 1/3 dari harta 

warisan. Akan tetapi para ulama dengan berdasarkan apa yang telah dilakukan 

oleh sahabat Umar bin Khattab merubah ketentuannya menjadi 1/3 dari sisa 

warisan. 

Perubahan pendapatan seorang istri ini adalah murni berdasarkan 

pertimbangan rasional dan tidak terlepas dari sistem sosial dan nilai Arab saat itu 

kasus waris mereka lebih condong kepada ketentuan hukum adat yang cenderung menggunaklan 
jalan kompromi.   
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yang belum bisa sepenuhnya menerima ketentuan seorang istri mendapatkan 

warisan dan bahkan dilebihkan dari orang tua yang mempunyai hubungan 

darah dengan si mayyit berdasarkan hubungan keturunan. 

Demikian juga dalam masalah ‘aul yaitu ketika berkumpulnya beberapa 

ahli waris yang telah ditetapkan di dalam al-Qur’an mengenai bagian-bagiannya, 

yang ternyata pembagiannya akan menyebabkan penjumlahannya akan 

lebih dari keseluruhan harta warisan. Solusi yang kemudian oleh para ulama 

dinamakan dengan “DXO” (pengurangan proporsional) ternyata harus dengan 

mengurangi fardl dari masing-masing ahli waris. Padahal ketentuan ahli waris 

telah disebutkan secara jelas di dalam al-Qur’an, akan tetapi karena menghadapi 

kesulitan matematis menyebabkan para ulama mengkhianati ketentuan 

tersebut. Contoh bagi masalah ¶DXO ini adalah ketika si mayyit meninggalkan 

ahli waris yang semuanya adalah DKO�DO�IDUD·LGO�seperti tiga orang putri, dua ibu 

bapak, dan seorang istri.

No Ahli Waris Bagian Prosentase

1 2 orang atau lebih anak perempuan 2/3 (0,67) dari harta warisan 66,7 %

2 Bapak
1/3 (0,33) dari harta warisan 33.3 %

3 Ibu

4 Istri 1/8 (0,125) dari harta warisan 12,5%

Total jumlah bagian dan persentase 1.1/8  112,5%

Tabel 2: .DWHJRUL�DKOL�ZDULV�GDQ�EDJLDQQ\D�GDODP�NDVXV�¶DXO

Dalam kasus seperti ini solusi yang diajukan oleh para ulama adalah 

dengan mengurangi bagian-bagian dari masing-masing ahli waris. Ini artinya 

bahwa ketentuan bagian dari masing-masing ahli waris sebagaimana terdapat 

di dalam al-Qur’an ternyata dirubah.  

Berdasarkan itu maka anggapan umum bahwa hukum waris merupakan 

ketentuan yang berdasarkan otoritas mutlak Tuhan tidak bisa dipertahankan. 

Bahkan dengan melihat kepada contoh kasus di atas, hukum waris yang 

mempunyai aturan rinci di dalam al-Qur’an ternyata juga melibatkan 

pertimbangan-pertimbangan manusiawi berdasarkan rasionalitas dan 

kebutuhan serta sistem sosial yang ada. 
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B. Melihat Hukum Waris Dengan Paradigma Naskh

1. Rumusan Hukum Waris dalam Fiqh Islam Tradisional

3HPEDKDVDQ� PHQJHQDL� KXNXP� ZDULV� GL� GDODP� ÀTK� WUDGLVLRQDO� VHFDUD�
umum membahas banyak hal mulai dari rukun waris, sebab mewarisi, 

penghalang mendapatkan warisan, bagian masing-masing ahli waris, cara 

pembagian dan lain sebagainya. Di sini tema-tema tersebut tidak akan dibahas 

semua, akan tetapi dibatasi hanya pada ahli waris dan bagian-bagiannya serta 

cara pembagiannya. Ini karena yang terakhir ini merupakan pembahasan yang 

banyak menimbulkan kontroversi, sedangkan pembahasan selain itu relatif  tidak 

dipermasalahkan. Untuk keperluan tersebut perlu dipetakan secara sederhana 

EDJDLPDQD�UXPXVDQ�\DQJ�WHUGDSDW�GL�GDODP�ÀTK�,VODP�WUDGLVLRQDO�WHUVHEXW�\DQJ�
terkait dengan ahli waris dan bagian-bagiannya, untuk memperoleh gambaran 

mengenai kejanggalan dan bisa yang terdapat dalam rumusan tersebut.

Secara umum dalam ilmu fara’idl dikenal dua golongan ahli waris yaitu 

mereka yang disebut sebagai DKO�DO�)�U�G dan $rjEDK. $KO�DO�)�U�G adalah mereka 

yang bagian-bagiannya ditentukan secara jelas di dalam al-Qur’an yang antara 

lain adalah anak perempuan, suami, istri saudara bapak dan ibu. Sedangkan 

jumlah bagian-bagian yang disebutkan di dalam al-Qur’an adalah ½, ¼, 1/8, 

1/3, 1/6.2 

Adapun mereka yang termasuk DKO� DO�$rjEDK adalah mereka yang 

bagiannya tidak disebutkan secara êarih di dalam al-Qur’an, sehingga mereka 

dianggap menerima sisa dari harta warisan setelah pembagian harta warisan. 

Aêàbah menurut para ulama terbagi menjadi tiga macam yaitu: 

(1) $rjEDK�EL�QDIVLKD (DrjEDK dengan dirinya) yaitu anak laki-laki yang selalu 

menerima sisa warisan dalam semua kondisi dan keadaan. Aêàbah jenis 

yang pertama ini adalah ahli waris laki-laki yang mempunyai garis nasab 

dengan si mayyit yang secara berurutan adalah anak laki-laki, cucu lak-

laki dari anak laki-laki, ayah, kakek dari pihak ayah ke atas, saudara 

sekandung, saudara seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, 

anak laki-laki dari saudara seayah, paman kandung (saudara laki-laki ayah 

sekandung), paman seayah (saudara laki-laki ayah seayah), anak paman 

sekandung, anak paman seayah. 

2Lihat tiga ayat al-Qur’an surat al-Nisa ayat 11, 12 dan 176.
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 (2 $rjEDK�EL�JDLULKD (Aêàbah dengan selainnya) yaitu mereka yang sebenarnya 

mengambil bagiannya melalui fardl akan tetapi karena berkumpul dengan 

ahli waris lain yaitu rekan laki-laki sederajat mereka, maka mereka 

mendapatkannya melalui Aêàbah bersama dengan mereka. Mereka 

adalah satu orang atau lebih anak perempuan, satu orang cucu dari anak 

laki-laki, satu orang atau lebih saudara perempuan sekandung, dan yang 

tarakhir adalah satu orang atau lebih anak perempuan seayah. (3) $rjEDK�

PD·D� JDLULKD (Aêàbah bersama dengan yang lainya) yaitu mereka yang 

pada dasarnya mengambil bagian dengan fardl ketika tidak bersama ahli 

waris tertentu. Mereka adalah seorang saudara perempuan atau beberapa 

saudara perempuan sekandung atau seayah yang kumpul bersama anak 

perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki (cucu dari anak laki-

laki). 

Keriteria ahli waris dan bagian-bagiannya sebagaimana dalam rumusan 

ÀTK� WHUVHEXW� VDQJDW� EHUELDV� GDQ� EHUSLKDN� NHSDGD� ODNL�ODNL�� ,QL� WHQWXQ\D�
suatu masalah karena seakan-akan ada pengistimewaan secara berlebihan 

terhadap laki-laki, sedangkan perempuan tetap berada dalam posisi yang yang 

dinomorduakan. Jika dilihat lebih jauh maka bertentangan dengan prinsip al-

Qur’an yang tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Kalaupun 

dalam al-Qur’an terdapat prinsip “/L�DO�=KDNDUL�0LWKOX�+DîîL�DO�8QWKD\DLDQ” (laki-

laki mendapatkan dua bagian anak perempuan) maka tidak harus dipahami 

secara normatif  akan tetapi dipahami dalam konteks sejarah saat itu sehingga 

tidak muncul asumsi bahwa Islam berpihak kepada kaum laki-laki.   

Sebagaimana telah dikatakan di muka bahwa paradigma QDVNK berangkat 

dari asumsi bahwa apa yang apa yang terdapat di dalam al-Qur’an merupakan 

rekaman dialog antara Tuhan—manusia—realitas. Oleh sebab itulah tiga unsur 

ini tidak bisa dipisahkan harus selalu saling terkait dalam memahami teks 

tersebut. Dialog segitiga antara Tuhan—manusia—realitas bisa digambarkan 

melalui hubungan dinamis dengan pola dialektik.  

Terkait dengan itu maka analisa hukum waris dengan menggunakan 

paradigma naskh ini terlebih dahulu dengan melihat kepada teks al-Qur’an 

sebagai hasil dari tektualisasi terhadap titah ilahi atau rekaman dialog antara 

Tuhan dengan manusia. Setelah itu akan dilanjutkan dengan melihat kepada 

manusia dan realitas di mana dialog tersebut terjadi, sebagai sisi lain dari dialog 

tersebut. Dengan melihat kepada dua unsur ini maka setidaknya akan terlihat 

bagaimana gambaran jika dialog tersebut terjadi dengan seting yang berbeda 
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dan waktu serta tempat yang juga berbeda. Di sinilah proses QDVNK tersebut 

diberlakukan yaitu pada kemungkinan perubahan rumusan atau ketentuan 

karena perbedaan tempat, waktu, konteks dan setingnya. 

2. Ketentuan Waris dalam al-Qur’an

+DUXV�GLEHGDNDQ�DQWDUD�KXNXP�ZDULV�GDODP�UXPXVDQ�ÀTK�DWDX�DSD�\DQJ�
dikenal dengan “’Ilm al-Faraidl” dengan ketentuan waris yang terdapat di dalam 

al-Qur’an. Apa yang terdapat di dalam al-Qur’an merupakan dokumentasi 

wahyu sedangkan ‘Ilm al-Faraidl” adalah hasil pembacaan terhadap teks wahyu 

tersebut yang subjeknya adalah manusia setelah masa pewahyuan. 

Oleh sebab itulah pembahasan pertama akan difokuskan pada masalah ahli 

waris dan penentuan bagian-bagian mereka dengan menggunakan paradigma 

QDVNK��8QWXN� WXMXDQ� WHUVHEXW�SHUWDPD�NDOL� DNDQ�GLLGHQWLÀNDVL�RSRVLVL�RSRVLVL�
ahli waris yang terdapat di dalam ayat-ayat mengenai waris yang berimplikasi 

pada oposisi bagian-bagian sebagai berikut:

Al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 11:   

“$OODK� PHQV\DUL·DWNDQ� EDJLPX� WHQWDQJ� �SHPEDJLDQ� SXVDND� XQWXN�� DQDN�

DQDNPX��<DLWX��EDJLDQ�VHRUDQJ�DQDN�OHODNL�VDPD�GHQJDQ�EDJLDQ�GXD�RUDQJ�DQDN�

SHUHPSXDQ��GDQ�MLND�DQDN�LWX�VHPXDQ\D�SHUHPSXDQ�OHELK�GDUL�GXD��PDND�EDJL�

PHUHND� GXD� SHUWLJD� GDUL� KDUWD� \DQJ� GLWLQJJDONDQ�� MLND� DQDN� SHUHPSXDQ� LWX�

VHRUDQJ�VDMD��PDND�LD�PHPSHUROHK�VHSDUR�KDUWD��'DQ�XQWXN�GXD�RUDQJ�LEX�EDSD��

EDJL� PDVLQJ�PDVLQJQ\D� VHSHUHQDP� GDUL� KDUWD� \DQJ� GLWLQJJDONDQ�� MLND� \DQJ�

PHQLQJJDO� LWX�PHPSXQ\DL�DQDN�� MLND�RUDQJ�\DQJ�PHQLQJJDO� WLGDN�PHPSXQ\DL�

DQDN�GDQ�LD�GLZDULVL�ROHK�LEX�EDSDQ\D��VDMD���PDND�LEXQ\D�PHQGDSDW�VHSHUWLJD��

MLND�\DQJ�PHQLQJJDO�LWX�PHPSXQ\DL�EHEHUDSD�VDXGDUD��PDND�LEXQ\D�PHQGDSDW�

VHSHUHQDP�� �3HPEDJLDQ�SHPEDJLDQ� WHUVHEXW� GL� DWDV�� VHVXGDK� GLSHQXKL� ZDVLDW�

\DQJ� LD� EXDW� DWDX� �GDQ�� VHVXGDK� GLED\DU� KXWDQJQ\D�� �7HQWDQJ�� RUDQJ� WXDPX�

GDQ�DQDN�DQDNPX��NDPX�WLGDN�PHQJHWDKXL�VLDSD�GL�DQWDUD�PHUHND�\DQJ�OHELK�

PDQID·DWQ\D� EDJLPX�� ,QL� DGDODK� NHWHWDSDQ� GDUL� $OODK�� 6HVXQJJXKQ\D� $OODK�

0DKD�0HQJHWDKXL�ODJL�0DKD�%LMDNVDQD�µ (Qs. al-Nisa’: 11).

No. Oposisi Ahli Waris Oposisi Bagian Relasi Oposisional

1 1 orang anak laki-laki 2/3 dari harta 
warisan Jika tidak ada ahli waris lain

1 orang anak 
perempuan

1/3 dari harta 
warisan
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1 orang anak 
perempuan

½ dari harta 
warisan Jika tidak saudara laki-laki

2 atau lebih anak 
perempuan

2/3 dari harta 
warisan

2 Bapak 1/6 dari harta 
warisan

Jika ada anak

Ibu I/6 dari harta 
warisan

Jika ada anak atau saudara

3 Bapak Semua sisa dari 
harta warisan 
(Aêàbah) yang 
sebanding dengan 
2/3 dari harta 
warisan

Jika tidak ada anak dan tidak 
ahli waris lain yang mewarisi 
(pewaris tunggal)

Ibu 1/3 dari harta 
warisan 

Jika tidak ada anak dan 
saudara

4 Bapak 1/6 dari harta 
warisan Jika ada saudara

Ibu 1/6 dari harta 
warisan

5 1 orang saudara laki-
laki 

1/6 dari harta 
warisan

Jika tidak ada anak ke atas 
dan atau ayah ke atas. 
Dan jika mereka tidak 
mendapatkan bagian 
(PDKM�E)

6 2 orang saudara 1/3 dari harta 
warisan

Jika tidak ada anak ke 
bahwah dan atau ayah ke 
atas, dan jika ada mereka 
tidak mendapatkan bagian 
(PDKM�E)

Tabel 3: .DWHJRUL�DKOL�ZDULV��EDJLDQ�GDQ�EHQWXN�RSRVLVLQ\D�GDODP�DO�4XU·DQ�

VXUDW�DO�1LVD·�D\DW����

Al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 12:

�¥Ff·>�½´¸«�b·Ç�Á��Â?³�ÂE«�b·Ç�Á��Á´É���ÂD�½´R>Çg@�¶fJ�?»�­r¿�½´·Ç
�½´·�Á´É���ÂD�½K³fJ�?��¥Ff·>�Á�Ç�ÁÉa�Ç@�?ÄF��qÈÉ�ÎÊqÇ�b¤F�Á»�Á³fJ�?�
�ÁÉa�Ç@�?ÄF�ÂÈqÈJ�ÎÊqÇ�b¤F�Á»�½K³fJ�?��Á¼O·>�ÁÄ¸«�b·Ç�½´·�Â?³�ÂE«�b·Ç
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�lbj·>�?¼ÄÀ»�bV>Ç�¹´¸«�L]@�Ç@�`@�Å·Ç�Í@f»>�Ç@�Î·Ù³�QeÈÉ�¹Re�Â?³�ÂDÇ
�ÁÉa�Ç@�?ÄF�ÏqÈÉ�ÎÊqÇ�b¤F�Á»�P¸O·>���Ñ?³fm�½Ä«�µ·c�Á»�fO³@�>È¿?³�ÂE«

½Ê¸V�½Ê¸£��>Ç��>�Á»�ÎÊqÇ�e?v»��§

“'DQ�EDJLPX��VXDPL�VXDPL��VHSHUGXD�GDUL�KDUWD�\DQJ�GLWLQJJDONDQ�ROHK�LVWHUL�

LVWHULPX��MLND�PHUHND�WLGDN�PHPSXQ\DL�DQDN��-LND�LVWHUL�LVWHULPX�LWX�PHPSXQ\DL�

DQDN��PDND�NDPX�PHQGDSDW�VHSHUHPSDW�GDUL�KDUWD�\DQJ�GLWLQJJDONDQQ\D�VHVXGDK�

GLSHQXKL�ZDVLDW�\DQJ�PHUHND�EXDW�DWDX��GDQ��VHVXGDK�GLED\DU�KXWDQJQ\D��3DUD�

LVWHUL� PHPSHUROHK� VHSHUHPSDW� KDUWD� \DQJ� NDPX� WLQJJDONDQ� MLND� NDPX� WLGDN�

PHPSXQ\DL�DQDN�� -LND�NDPX�PHPSXQ\DL�DQDN��PDND�SDUD� LVWHUL�PHPSHUROHK�

VHSHUGHODSDQ�GDUL�KDUWD�\DQJ�NDPX�WLQJJDONDQ�VHVXGDK�GLSHQXKL�ZDVLDW�\DQJ�

NDPX�EXDW�DWDX��GDQ��VHVXGDK�GLED\DU�KXWDQJ�KXWDQJPX��-LND�VHVHRUDQJ�PDWL��

EDLN� ODNL�ODNL� PDXSXQ� SHUHPSXDQ� \DQJ� WLGDN� PHQLQJJDONDQ� D\DK� GDQ� WLGDN�

PHQLQJJDONDQ� DQDN�� WHWDSL�PHPSXQ\DL� VHRUDQJ� VDXGDUD� ODNL�ODNL� �VHLEX� VDMD��

DWDX� VHRUDQJ� VDXGDUD�SHUHPSXDQ� �VHLEX� VDMD���PDND�EDJL�PDVLQJ�PDVLQJ�GDUL�

NHGXD�MHQLV�VDXGDUD�LWX�VHSHUHQDP�KDUWD��7HWDSL�MLND�VDXGDUD�VDXGDUD�VHLEX�LWX�

OHELK�GDUL� VHRUDQJ��PDND�PHUHND�EHUVHNXWX�GDODP�\DQJ� VHSHUWLJD� LWX�� VHVXGDK�

GLSHQXKL�ZDVLDW�\DQJ�GLEXDW�ROHKQ\D�DWDX�VHVXGDK�GLED\DU�KXWDQJQ\D�GHQJDQ�

WLGDN�PHPEHUL�PXGKDUDW��NHSDGD�DKOL�ZDULV����$OODK�PHQHWDSNDQ�\DQJ�GHPLNLDQ�

LWX�VHEDJDL��V\DUL·DW�\DQJ�EHQDU�EHQDU�GDUL�$OODK��GDQ�$OODK�0DKD�0HQJHWDKXL�

ODJL�0DKD�3HQ\DQWXQ�” (Q.s. an-Nisa’: 12).

No Oposisi Ahli Waris Oposisi bagian Relasi Oposisional

1
Suami ½ dari harta warisan Jika tidak ada anak

Istri ¼ dari harta warisan

2
Suami ¼ dari harta warisan Jika ada anak

Istri 1/8 dari harta warisan

3 1 orang saudara (lk) 1/6 dari harta warisan Jika si mayyit adalah kalalah 
(tidak punya keturunan, 
ataupun orang tua)

1 orang saudari (pr) 1/6 dari harta warisan

4

2 orang atau lebih 
saudara 

1/3 dari harta warisan
2 orang atau lebih 
saudari 

Tabel 4: .DWHJRUL�DKOL�ZDULV��EDJLDQ�GDQ�EHQWXN�RSRVLVLQ\D�GDODP�DO�4XU·DQ�

VXUDW�DQ�1LVD·�D\DW����
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Al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 176:

�?Ä¸«�L]@�Å·Ç�b·Ç�Å·�kÊ·�µ¸Ã�Öf»>�ÂD�Î·Ù´·>���½´ÊK¬É��>�¹¯�µ¿ÈK¬KjÉ
�¶fJ�?��Â?O¸O·>�?¼Ä¸«��KÀN>�?K¿?³�ÂE«�b·Ç�?��Á´É���ÂD�?ÄNfÉ�ÈÃÇ�¶fJ�?»�­r¿
�>È¸vJ�Â@�½´·��>��GÉ��ÊO¿Ú>�¡V�¹O»�f³d¸¸«�Ñ?j¿Ç�Ø?Re�ÍÈ]D�>È¿?³�ÂDÇ

½Ê¸£�ÑËm�¹´F��>Ç

“0HUHND� PHPLQWD� IDWZD� NHSDGDPX� �WHQWDQJ� NDODODK��� .DWDNDQODK�� ©$OODK�

PHPEHUL�IDWZD�NHSDGDPX�WHQWDQJ�NDODODK��\DLWX���MLND�VHRUDQJ�PHQLQJJDO�GXQLD��

GDQ�LD�WLGDN�PHPSXQ\DL�DQDN�GDQ�PHPSXQ\DL�VDXGDUD�SHUHPSXDQ��PDND�EDJL�

VDXGDUDQ\D�\DQJ�SHUHPSXDQ�LWX�VHSHUGXD�GDUL�KDUWD�\DQJ�GLWLQJJDONDQQ\D��GDQ�

VDXGDUDQ\D� \DQJ� ODNL�ODNL� PHPSXVDNDL� �VHOXUXK� KDUWD� VDXGDUD� SHUHPSXDQ���

MLND� LD� WLGDN�PHPSXQ\DL�DQDN�� WHWDSL� MLND�VDXGDUD�SHUHPSXDQ� LWX�GXD�RUDQJ��

PDND� EDJL� NHGXDQ\D� GXD� SHUWLJD� GDUL� KDUWD� \DQJ� GLWLQJJDONDQ� ROHK� \DQJ�

PHQLQJJDO��'DQ�MLND�PHUHND��DKOL�ZDULV� LWX�WHUGLUL�GDUL��VDXGDUD�VDXGDUD� ODNL�

GDQ�SHUHPSXDQ��PDND�EDJLDQ� VHRUDQJ� VDXGDUD� ODNL�ODNL� VHEDQ\DN�EDJLDQ�GXD�

RUDQJ�VDXGDUD�SHUHPSXDQ��$OODK�PHQHUDQJNDQ��KXNXP�LQL��NHSDGDPX��VXSD\D�

NDPX�WLGDN�VHVDW��'DQ�$OODK�0DKD�0HQJHWDKXL�VHJDOD�VHVXDWX.” (Q.s. an-Nisa’: 

176).

No Oposisi Ahli Waris Oposisi Bagian Relasi Oposisional

1 1 orang saudari 

perempuan

½ dari harta warisan Jika tidak ada anak dan 

orang tua

2 1 orang saudara laki-laki ½ dari harta warisan Jika tidak ada anak dan 

orang tua

3 1 saudari perempuan ½ dari harta warisan

2 2 orang atau lebih saudara 

laki-laki

2/3 dari harta warisan

2 orang atau lebih saudari 

perempuan

1/3 dari harta wirisan 

Tabel 5: .DWHJRUL�DKOL�ZDULV��EDJLDQ�GDQ�EHQWXN�RSRVLVLQ\D�PHQXUXW�DO�4XU·DQ�

VXUDW�DQ�1LVD·�D\DW����

Tiga ayat ini oleh para ulama dianggap sebagai rujukan primer hukum waris 

Islam. Ini karena tiga ayat ini mengandung rumusan terakhir dari proses legeslasi 

hukum waris yang oleh para ahli merupakan rumusan yang telah melewati 
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beberapa tahapan seperti pewarisan melalui testmentair (wasiat) kepada dua 

orang tua dan kerabat dekat sebagaimana terdapat di dalam al-Qur’an surat al-

Baqarah ayat 180, penentuan bahwa perempuan berhak mendapatkan warisan 

sebagaimana seorang laki-laki juga berhak mendapatkannya, (Q.s. an-Nisa’: 7), 

dan penentuan dasar untuk mendapatkan warisan (Q.s. al-Anfal ayat 72). Ini 

oleh para ulama dianggap sebagai tahapan awal sebelum legislasi hukum waris 

oleh al-Qur’an.3 Namun demikian di sini akan dicukupkan dengan tiga ayat 

dalam surat an-Nisa’ di atas sebagai titik tolah analisa selanjutnya. 

Jika dilihat lebih jauh, ayat 11 dan 12  dari surat an-Nisa’ oleh para ulama 

merupakan kelanjutan dari ayat 8 dalam surat yang sama yang menegaskan 

bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam masalah 

warisan. Peristiwa yang mendasari ayat-ayat waris adalah ketika istri Sa’id 

bin Rabi’ mengadu kepada Rasulullah saw. dan berkata kepada beliau: “Ya 

Rasulullah, ini adalah dua orang anak perempuan dari Sa’id bin Rabi’ yang 

gugur sebagai syuhada dalam peperangan bersamamu, akan tetapi pamannya 

mengambil harta bendanya dan tidak meninggalkan sedikitpun untuk mereka 

sedangkan mereka tidak akan bisa melangsungkan pernikahan kecuali dengan 

harta. Rasullah saw”. Kemudian menjawab, “Allah akan memutuskan masalah 

ini”.4 Kemudian setelah itu turunlah ayat-ayat mengenai waris sebagaimana 

terdapat di dalam ayat 11 dan 12 tersebut.

Ayat 11 dari surat an-Nisa tersebut secara umum berbicara mengenai 

bagian para ahli waris dengan berdasarkan garis keturunan (anak dan orang 

tua). Asumsi yang bisa dibangun dari makna ayat ini adalah bahwa prinsip utama 

penentuan warisan adalah dengan menggunakan garis keturunan. Akan tetapi 

ayat ini dikembangkan dengan ayat selanjutnya (ayat 12) yang menyebutkan 

bahwa suami istri juga sebagai ahli waris. Pemberian warisan kepada seorang 

istri meruapakan inovasi al-Qur’an karena dalam tradisi Arab pra Islam seorang 

istri tidak diberikan warisan kecuali jika suaminya meninggalkan wasiat untuk 

mereka.5 Perbedaan antara keduanya adalah bahwa ayat 11 menyebutkan bahwa 

pembagian warisan didasarkan atas pertimbangan keturunan, sedangkan yang 

3Ayat-ayat lain termasuk pembahasan awal mengenai hukum waris adalah surat al-Baqarah: 
180-182, 240, al-Nisa’: 8, 11-12, al-Maidah: 106-107.

4As-Suyuthi, /XEDE�DQ�1XTXO�À�$VEDE�DQ�1X]XO, dalam hamisy al-Qur’an al-Karim, Damaskus: 
Dar an-Nasya’ir, 1994), h. 89. 

5David S. Powers, 3HUDOLKDQ� .HND\DDQ� GDQ� 3ROLWLN� .HNXDVDDQ�� .ULWLN� +LVWRULV� +XNXP� :DULV, 
terjemahan Indonesia dari buku aslinya, 6WXGLHV�LQ�DO�4XU·DQ�DQG�+DGLVW��7KH�)RUPDWLRQ�RI �,VODPLF�/DZ�
RI �,QKHUULWDQFH, (Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 67.  



 M. Firdaus     |     123

Vol. 14, No. 1,  Juni 2015

kedua adalah dengan pertimbangan hubungan perkawinanan (relasi suami-

istri).

Dua hal ini merupakan pertimbangan pokok dalam penentuan ahli waris 

dan bagian-bagiannya. Ini diperkuta dengan ayat 176 daru srat yang sama yang 

menyebutkan bahwa ketika seorang yang meninggal dunia tidak mempunyai 

ibu bapak dan anak maka yang ahli warisnya adalah saudara. Status yang terakhir 

ini adalah sebagai ahli waris skunder yaitu ketika seorang yang meninggal dunia 

tidak mempunyai ahli waris berdasarkan garis keturunan. 

Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa terdapat oposisi dalam penentuan 

ahli waris yaitu antara ahli waris laki-laki dan perempuan yang kemudian 

berimplikasi pada oposisi bagian-bagiannya. Ketika antara ahli waris laki-laki 

dan perempuan dalam tingkatan yang sama berkumpul maka pembagiannya 

adalah bagian ahli waris laki-laki duakali lipat dari bagian perempuan. 

Formulasi seperti ini tidak boleh dipahami secara literal semata yang pada 

akhirnya akan memunculkan anggapan bahwa hukum waris Islam berbias 

gender dengan terlalu berpihak kepada laki-laki. Ia harus dilihat dengan 

menggunakan perspektif  saat pewahyuan tersebut sehingga akan didapatkan 

kenyataan sebaliknya yaitu penentuan ahli waris dengan bagian-bagiannya 

sebagaimana terdapat di dalam surat an-Nisa’ tersebut merupakan sebuah 

upaya mengangkat harkat kaum wanita. Upaya pengangkatan harkat dan 

martabat kaum wanita dengan diberikannya harta warisan—yang pada masa-

masa sebelumnya mereka tidak mendapatkannya—tidak bisa dianggap sebagai 

VHVXDWX� \DQJ� ÀQDO�� PHODLQNDQ� KDUXV� GLOLKDW� VHEDJDL� KDVLO� DWDX� VLQWHVD� GDUL�
proses dialog dengan realitas saat itu. Hukum waris harus dipahami dengan 

menggunakan paradigama naskh sebagaimana yang telah disebutkan pada bab 

sebelumnya.                     

3. Masyarakat Arab Abad ke 6 Sebagai Seting

Tidak bisa di pungkri bahwa seting dialog Antara Tuhan dengan 

Realitas yang kemudian dialog tersebut terekam dalam bentuk teks al-Qur’an 

secara keseluruan. Demikian juga dalam masalah waris, sebagaimana yang 

tertektualisasikan di dalam al-Qur’an setingnya adalah kembali ke realitas 

Masyarakat Arab itu sendiri. Oleh sebab itukah perlu melihat lebih jauh 

bagaimana kondisi, tradisi, dan sistem sosial masyarakat Arab pra Islam 

agar bisa menempatkan hukum waris tersebut secara proporsional dan pada 

tempatnya. 
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Masyarakat semenanjung Arab pra Islam secara garis besar terbagi menjadi 

dua ketogori pokok yaitu “‘Arab” yang merupakan penduduk perkotaan 

dan mereka yang sering disebut ‘A’rab yaitu suku-suku pedalaman (baduwi). 

*RORQJDQ�\DQJ�WHUDNKLU�LQL�DGDODK�PD\RWLWDV�NDUHQD�VHFDUD�JHRUDÀV�MD]LUDK�$UDE�
adalah daerah yang tandus kecuali beberapa tempat yang termasuk tempat 

yang subur atau menjadi pusat perdagangan. 

Pola dan cara kehidupan dua golongan ini sangat jauh berbeda, 

golongan yang pertama adalah mereka yang sudah bertempat tinggal tetap, 

sedangkan yang kedua tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap akan tetapi 

sangat tergantung kepada alam. Para ahli menyebut cara kehidupan mereka 

dengan kehidupan nomaden di mana mereka berpindah-pindah dari satu 

tempat ke tempat lain mencari daerah yang subur dan bisa digunakan untuk 

mengantungkan hidup. Untuk pemenuhan kehidupan sehari-haris mereka 

sangat tergantung kepada alam. 

Masyarakat dari menggembala dan memenuhi kebutuhan hidup mereka 

dari hasil langsung binatang gembalaan mereka. Mereka memakan dagingnya 

setelah mengolahnya dengan sangat sederhana, membuat pakaian dari bulunya 

serta minum dengan susunya dan mereka hidup bersama binatang gembalaan 

mereka. Jika dalam keadaannya mendesak mereka makan daging binatang liar 

pandang pasir seperti biawak dan lain sebagainya.6 

Mereka keluar dengan gembalaan mereka pada musim hujan ke pandang 

rumput yang subur dan ditumbuhi rumput dan ketika musim hujan telah berlalu 

mereka kembali ke temnpat tinggal sementara mereka sambil menunggu 

datangnya musim hujan berikutnya. Jika mereka membutuhkan hal lain di 

luar hasil gembalaan mereka seperti kurma dan pakaian, mereka menukarnya 

dengan dengan gembalaan.7

Yang dominan dalam keseharian mereka adalah “hukum rimba” di mana 

yang kuat menguasai yang lemah. Banyak suku atau qabilah-qabilah lemah 

yang mengadakan kerjasama dengan suku lain dengan meminta perlindungan 

atau jaminan keamanan karena posisi mereka yang lebih kuat. Akan tetapi 

karena rendahnya tingkat peradaban mereka, kerjasama semacam ini sangat 

MDUDQJ�\DQJ�EHUWDKDQ�ODPD��DNDQ�WHWDSL�VHODOX�EHUDNKLU�GHQJDQ�NRQÁLN�DQWDUD�
mereka.       

6Ahmad Amin, )DMUXO�,VODP, (Kairo: Maktabah an-Nahdlah al-Mishriyah, tanpa tahun), h. 10 
7,ELG, op. cit.
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Para wanita dalam masyarakat Arab bersama-sama dengan laki-laki 

mempunyai akases untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka ikut 

mencari dan mengangkut air, memerah susu, dan menjahit pakaian seara 

sederhana. Secara umum kaum wanita lebih dekat dengan nalar seorang laki-

laki karena kondisi alam yang demikian itu. Sekalipun demikian mereka tidak 

bisa ikut berperang sebagaimana kaum laki-laki sedangkan perang bagi mereka 

adalah dasar bagi kehidupan. Dengan alasan itulah derajat kaum wanita menjadi 

jatuh dibadingkan dengan kaum laki-laki. Bahkan pada sebagian qabilah ada 

yang suka mengubur anak perempuan hidup-hidup karena mempunyai anaka 

perempuan dianggap sebagai aib. Ini sebagaimana telah digambarkan oleh al-

4XU·DQ�VXUDW�D]�=XKUXI �D\DW�����\DQJ�NLUD�NLUD�DUWLQ\D�VHEDJDL�EHULNXW��

“'DQ� DSDELOD� VHVHRUDQJ� GDUL� PHUHND� GLEHUL� NDEDU� GHQJDQ� �NHODKLUDQ�� DQDN�

SHUHPSXDQ��KLWDPODK� �PHUDK�SDGDPODK��PXNDQ\D��GDQ�GLD� VDQJDW�PDUDK�� ,D�

PHQ\HPEXQ\LNDQ�GLULQ\D�GDUL�RUDQJ�EDQ\DN��GLVHEDENDQ�EXUXNQ\D�EHULWD�\DQJ�

GLVDPSDLNDQ�NHSDGDQ\D��$SDNDK�GLD�DNDQ�PHPHOLKDUDQ\D�GHQJDQ�PHQDQJJXQJ�

NHKLQDDQ� DWDXNDK� DNDQ� PHQJXEXUNDQQ\D� NH� GDODP� WDQDK� �KLGXS�KLGXS�"�

.HWDKXLODK��DODQJNDK�EXUXNQ\D�DSD�\DQJ�PHUHND�WHWDSNDQ�LWX�” (Q.s. an-Nahl: 

58-59)

4. Penentuan Ahli Waris dan Bagian-Bagian Mereka dengan Paradigma 

Naskh 

Setelah mengetahui bagaimana hukum waris yang terdapat di dalam al-

Qur’an sangat terkait dengan kondisi sosial masyarakat Arab saat itu, dimana 

masyarakat Arab yang sangat kental dengan sistem patriarki dan hanya 

memberikan warisan kepada kerabatnya yang laki-laki karena ia dianggap 

sebagai penerus keturunan dan posisi perempuan adalah pada batas minimal. 

Inovasi secara persuasif  yang dilakukan oleh al-Qur’an dengan memberikan 

bagian kepada kerabat perempuan seperti anak putri, ibu, dan saudari yang 

pada masa jahiliah tidak diberikan bagian sama sekali. 

Rumusan waris menurut al-Qur’an adalah hasil dialog dan dialektika 

Tuhan dengan masyarakat dalam sistem patriarki yang kemudian menghasilkan 

kompromi atau sintesa yaitu dengan memberikan ahli waris perempuan 

setengah dari bagian laki-laki. Dalam masyarakat dengan sistem sosial 

fatriarkal mutlak seperti pada masyarakat Arab pra Islam, ahli waris perempuan 

secara hirarkis tetap harus mendapatkan. Demikian juga ahli waris laki-laki 

tidak boleh mendapatkan keseluruhan harta warisan, melainkan di berikan 
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maksimal 2/3 dari harta warisan. Ketentuan al-Qur’an mengenai bagian ahli 

waris tersebut adalah penentuan batas-batas maksimal dan minimal, sehingga 

ia—sebagaimana pendapat yang dikemukan oleh Syahrur—harus dipahami 

dalam kerangka sebuah limitasi.8    

a. Ahli Waris Perimer dan Sekunder

 Tiga ayat dalam surat an-Nisa’ di atas secara hirarkis bisa dipahami 

sebagai diskripsi terhadap urutan prioritas ahli waris. Penentuan ahli waris 

berdasarkan garis keturunan yaitu anak dan orang tua merupakan topik 

pertama yang di bicarakan dalam ayat 11 kemudian dilanjutkan dengan 

bagian orang tua (ibu dan bapak). Sedangkan saudara disebutkan di sana 

dalam statusnya sebagai penentu bagian dari ibu. Bisa dikatakan bahwa 

ayat tersebut memberikan petunjuk mengenai status anak sebagai ahli 

waris pokok (primer). 

 Adapun ketika suami dan istri dijadikan sebagai pokok pembicaraan 

dalam ayat 12 akan tetapi keberadaannya tidak sebagaimana seorang anak 

karena bagiannya masih bisa dipengaruhi oleh ahli waris lain. Oleh sebab 

itulah maka ahli waris lain yang disebutkan dalam rangkaian ayat terebut 

dan ditambah dengan apa yang disebutkan di dalam ayat 176 adalah dalam 

statusnya sebagai ahli waris sekunder. Ini ditunjukkan oleh pernyataan “In 

Kana Lahu Walad” ( Jika ia mempunyai anak) ataupun “In Lam Yakun 

Lahu Walad” ( Jika ia tidak mempunyai anak).9   

 Kategorisasi antara ahli waris primer, sekunder dan ahli waris pengganti 

WLGDN�GL�NHQDO�GDODP�UXPXVDQ�ÀTK�WUDGLVLRQDO��.DWHJRULVDVL�LQL�GLGDVDUNDQ�
atas eksplorasi terhadap ayat-ayat waris di atas. Ahli waris primer adalah 

mereka yang tetap mendapatkan warisan dalam segala kondisi dan 

bagiannya tidak terpengaruh oleh ahli waris lain yang berbeda tingakatn 

dengannya. Dalam hal ini yang termasuk dalam ketogori ahli waris primer 

adalah anak karena bagian anak tidak terpengaruh oleh yang lain kecuali 

dengan yang setingkat (saudaranya). Sedangkan ahli waris sekunder adalah 

mereka yang bagiannya ditentukan oleh keberadaan ahli waris lain. Ahli 

waris sekunder ini adalah mereka yang tetap mendapatkan bagian dalam 

segala kondisi akan tetapi persentasenya ditentukan oleh keberadaan ahli 

8Syahrur, $O�.LWDE�ZD�DO�4XU·DQ��4LUD·DWXQ�0X·DVKLUDK, (Damaskus: Sina li an-Nasyr, 1990), h. 
460-462..

9Penggunaan “In” sebagai huruf  syarat menunjukkan hal tersebut.
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waris lainnya. Mereka adalah orang tua (Bapak dan Ibu) yang dipengaruhi 

oleh anak dan saudara, suami dan istri yang juga dipengaruhi oleh anak, 

dan saudara/i sebagaimana halnya dua jenis ahli waris sebelumnya juga 

dipengaruhi oleh anak.10         

 Sedangkan yang termasuk dalam kategori ahli waris penganti adalah 

mereka yang tidak disebutkan dalam al-Qur’an akan tetapi dimasukkan 

sebagai ahli waris oleh para ulama berdasarkan qiyas, dengan mengqiaskan 

mereka dengan mereka yang disebutkan di dalam teks al-Qur’an ataupun 

di dalam al-Hadis seperti kakek ke atas yang diqiayaskan dengan bapak, 

cucu ke bawah yang diqiyaskan dengan anak, dan lain sebagainya. Ahli 

waris pengganti ini menerima bagian yang sama dengan bagian yang 

digantikan. Dan karena posisinya yang hanya sebagai pengganti, maka ia 

hanya mendapatkan bagainnya ketika ahli waris yang digantikannya tidak 

ada.    

Kategori Ahli Waris Ahli waris Dasar Pertimbangan Bagian Perbandingan bagian

Ahli waris primer Anak 

(lk&prm.)

Tidak terpengaruh oleh 

ahli waris lain di luar 

tingkatannya 

1/3-2/3 Bagian laki-laki dua kali 

lipat bagian perempuan

Ahli waris sekunder Suami-istri Terpengaruh oleh anak ½-1/4, 

¼-18

Bagian laki-laki dua 

kali lipat dari bagian 

perempuan 

Orang tua Terpengaruh oleh anak 

dan saudara

1/6-1/3 Bagian laki-laki dua 

kali lipat dari bagian 

perempuan�

Saudara Terpengaruh oleh anak 2/3-½ Bagian laki-laki dua 

kali lipat dari bagian 

perempuan

Ahli waris 

pengganti� 

Kakek, 

cucu, paman 

dan lain 

sebagainya

Mahjub dengan anak 

dan ahli waris yang 

berada pada tingakatan di 

atasnya 

Bagian sama 

dengan ahli 

waris yang 

digantikan

Tabel 6: .DWHJRUL�DKOL�ZDULV�VHNXQGHU�GDQ�SULPHU

10Jika merujuk kepada ayat 176 di atas maka saudara mahjub dengan anak, akan tetapi para 
ulama membedakan antara anak laki-laki dan perempuan sebagai gandengan dari saudari. Mereka 
merumuskan bahwa seorang saudari mahjub hanya dengan anak laki-laki dan mendapatkan Aêàbah 
jika bersama dengan seorang anak perempuan dan mendapatkan sepertiga ketika bersama dua orang 
atau lebih anak perempuan.  
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b. Dialektika dengan konteks     

 Pertimbangan sistem sosial masyarakat adalah hal yang sangat mutlak 

sehingga apa terdapat di dalam al-Qur’an tidak harus dipahami secara 

tekstual- literal dan diterapkan secara kaku. Apa yang terdapat di dalam 

a-Qur’an hanyalah sebuah batasan-batasan (maksimal dan minimal yang 

tidak boleh dilampaui). Akan tetapi untuk penentuan bagian-bagian ahli 

waris bisa secara dinamis dengan catatan tidak keluar dari batas-batas yang 

telah ditentukan dalam al-Qur’an. 

 

Sistem sosial 
masyarakat 
matriarki 

Bagian maksimal anak lk. 

1 

2/3 

1/3 

0 

Bagian minimal anak perempuan 

Bagian 

Laki-laki dalam posisi dominan 

0 

Perempuan dalam 

posisi minimal 

Perbandingan 
laki-laki dan 
perempuan 

50% 

100% 

75% 

33,3% 

Sistem sosial 
masyarakat 
patriarki 

25% 

66,7% 

Bagian max. anak prm. 

1 

2/3 

1/3 

0 

Bagian min. anak prm. 

Bagian 

Prm. dalam posisi dominan 

0 

Laki-laki dalam 
posisi minimal 

Perbandingan 

laki-laki dan 
perempuan 

50% 

100% 

75% 

33,3% 

Sistem sosial 

masyarakat 
matriarki 

25% 

66,7% 

Gambar 8: )RUPXODVL�ZDULV�VHVXDL�GHQJDQ�SHUXEDKDQ�VLVWHP�VRVLDO�PDV\DUDNDW
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 Seorang anak laki-laki bisa mendapatkan bagian sebagaimana bagian 

seorang anak perempuan (1/3) jika sistem sosial di mana hukum tersebut 

akan diterapkan adalah sebaliknya dari sistem yang mendasari legalisasi 

al-Qur’an tersebut. Demikian juga dalam masyarakat dengan sistem 

bilateral, antara anak laki-laki dan anak perempuan bisa saja mendapatkan 

bagian secara seimbang. 

 Demikian juga penentuan warisan harus mempertimbangkan akses 

ekonomi yang ini tergambar di dalam ketentuan mengenai bagian suami 

istri. Dalam masyarakat nomad dan agraris primitif  sebagaimana dalam 

masyarakat Arab akses ekonomi seorang perempuan hanya pada posisi 

skunder karena tanggungjawab ekonomi adalah di tangan mereka yang 

mempunyai kekuatan yaitu kaum laki-laki atau suami. Namun demikian 

dalam masyarakat yang paling primitif  sekalipun seorang istri pasti 

mempunyai andil sekalipun dalam bidang domistik. Dalam kondisi seperti 

ini seorang wanita tidak boleh tidak harus mendapatkan warisan dengan 

batas minimalnya adalah ¼. Seorang istri dalam kondisi bagaimanapun 

tidak boleh tidak harus mendapatkan  minimal ¼ sebagaimana juga 

seorang suami mendapatkan maksimal ½ dari harta warisan. 

 Ini tentu berbeda dalam konteks modern yang ditandai dengan ciri 

masyarakat industrial dimana akses ekonomi seorang laki-laki dan 

perempuan tidak tentu. Seorang laki-laki bisa saja menjadi yang dominan 

dan perempuan (istri) berada pada posisi yang determinan. Atau 

sebaliknya perempuan berada pada posisi yang dominan dan laki-laki 

pada posisi determinan. Disinilah perlu memperhatikan akses ekonomi 

untuk menentukan bagian warisan seorang istri ataupun seorang suami. 

Penentuan bagian-bagian ini bergerak antara batas-batas yang telah 

disebutkan dalam al-Qur’an.    
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0 
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Akses ekonomi perempuan 
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0 
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masyarakat 
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 Gambar 9: 3HUXEDKDQ�IRUPXODVL�KXNXP�ZDULV�VHVXDL�GHQJDQ�SHUXEDKDQ�VLVWHP�

HNRQRPL�\DQJ�PHQHQWXNDQ�DNVHV�HNRQRPL�ODNL�ODNL�GDQ�SHUHPSXDQ�GDODP�NDVXV�VXDPL�

LVWUL�

Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam pembagian warisan pada 

kasus suami dan istri adalah jika orang yang meninggal mempunyai ahli waris 
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anak dan bapak. Keberadaan anak sebagai ahli waris primer menggeser posisi 

seorang suami ke posisi skunder. Jika ada anak sebagai ahli waris primer maka 

bagian seorang suami istri mempunyai batas maksimal dan minimal yang 

berbeda. Batas maksimal bagian seorang suami jika ada anak adalah ¼ dan 

seorang istri adalah 1/8. 
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industri 

  

Gambar 10: 3HUXEDKDQ�IRUPXODVL�ZDULV�VHVXDL�GHQJDQ�SHUXEDKDQ�VLVWHP�HNRQRPL�

GDODP�NDVXV�VXDPL�LVWUL�\DQJ�WLGDN�PHPSXQ\DL�DQDN���
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